
DA■41PAK UNDANG‐ UNDANG YAYASAN BARU
TERHADAP YAYASAヽ 1'ヽNGS〔IDAH ADA

Chatrmaraslid Ais'

'Dckan FakLrllas UlrLlrm Universiras Yarsi. alumrus Universilas Indonesia

,{BSTR-,TCT
In Indonesia. Dumerolrs tbundations no\l cxist. The-v' operate in thc cultural,
educalional, social. religious, huminararian and olher sinilar fields. The
foundation ma) ha\e man"v objcclives. c\en prof,table activitics. but its objectives
may not impl! lhc distribulion of alloi\ances to its ibundcrs or members of its
organs. To the rhird panies ir may give them allo$ances wilh ideal cr social
purposes. The foundation lras only bccn sub.icct to the regulation by staiute as from
6 ,August 2001. and beeomes effeclive onc ]ea[ alt.r, that is on 6 August 2002.
This new statute it|esses on the disclosu.c of foundatioD and its accountabilit-v.
The in1plications ofthe nen strlute on th€ exisling loundations has been learned,
that the lbLrndations sh(rud nrake ad-iustmenl lo i1s article of incorporations,
especially on its organs. The modern philo-.ophy of loundations asserted that their
funds uere thc \cnturc capiial oi p!ilalitropy. best spent \\hen invested in
enterprises requinng risk and foresight. not likel,v to be supported either by
govemmcni or priYate indi\'iduals.

Kata kunoi: \'al isan, l-hdang-undangYa) asan. Penlesuaian.

I. PENDAHI]LUAN
Beralihnya pengaturan ,ya) asan yang senlula didirikan hanya berdasarkan

kcbilsaan. dok1 n. dan lurisprudensi, sekarang diatur olch Undang-undang
Nomor 16 fahun 2001 tentang Ya,vasan (untuk scla::rjutnya disingkat UUY)
memberikan dampak lerhadap )dyasan yang sudah ada, yang didirikan
sebelum diundalgkannl-a urdang-undeog ini. Kctiadaan undang'undang
yang mengatur. relah dimarlaatkan untuk mendirikan yayasan, yang lidak
han-va bertujuan sosial dan kemanusiaan. t€tapi juga'.mtuk memperka,va

organ ya-yasan. rerutanra pendiri dan pengurus. Undang-undang ini
diharapkan mengembalikan -va]-asan ke lrirlan semula )'ang belsifal
idealistis. sosial dzu LeD'nnusiaan.

Undang-undang Yalasan di atas dipandang saugat penting bagi kcpastian
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hukum tentang yayasan. Pandangan ini. antara lain, diper.lihatkan oleh
besamya pcrhatian,vang dibcrika-n olch ORNOp lorganlsasi non peme nlah
atau lembaga s\adaya maslarakat) selilk masih berbentuk rancangan
undang-r:ndang hingga le]ah menjadl unda,rg-undai! I,et.haii.u ini. antara
lain. dapat dilihat dari makalah ''Kajian Kritis Rlrl_t,\'ayasan.., yang
dibagikan kepada masyarakat pada saat pernbicaraan RUU di pansus-C llpR
zu tanggal 22 Nopember 2000. Bcberpa bagian <1ari kaiian ini alian
dipap:rkon pada bagirn aLhir Lrl..rr irr.

Dalam Penjelasan UUY dinyatakan bahqa undang-undang tentang
)d)asan ini dintJl,rudlsn unruk n'e.nberilrn pemalamar rans hcror keBir{A_
62.1ar.rlal mcntensi )a)asan. r,r.r'...nrrr, lepasr rr dan l.rrLrtir-an hukuni.=
sena mcngembalikan fui1gsi yalasan sebagai pr.nata hukrul dalam rangka
meDcapai lujuan tertentu di bidang sosial, keapatraan. dan kemanusiaan.
Undang-undang ini menegaskan pula balrua ltyasan aclalah suatu badan
hukum yang mempunyai maksud dxn tujuan bersif'at sosjal. keagamaan. dan
kemanusiaan, serta didirikar dengan mernpcrhatikaD pcrsvaratan formal
)an! Jjlenrul.rn drlanr undarrg unJrrg in .

Ketentuan peralihan UUY mengitkui rarasan r-ang telah tetdaftar di
pengadilan negeri dan diumumkan dalam Tambaha.n BcriLa Negara Repnblik
lndonesia atau ),ang mempur-rai izin operasional dad instansi terkxit sebagai
badan hukum scbagai badan hukum. Ilcsliipun demikian. ya),asat1 tersebut
harus melakukin penyesuaian dcngan UUY paling lamirat 5 (lima) tahun
sejak langgal 6 Agustus 2002 (tanggal mulai berlakunva undang-undang
ini). Dengan demikian, paling iarnbat 6 (enam) tahu11 sejak Ul_ry l612001
diberlakukan, )ayasan tersebul di atas harus sudah menvesuaikan diri
d(nran kctcrluJn )',1ng Jif,tur dala.r. I I \ .

Perlanvaan yang timbul adalah apakah semua hal lang harus disesuaikan
itu harus merrunggu sampai batas \laktu terscbut. atau adekah hal-hal ),ang
seharusnva tidak perlu atau tidak memcriukan jangkd \\alcu sedemikian
lamanya. Peirulrs berpendapat banlak hal 

_., 
ang iiapat djlaluliarr segera! agar

ya"vasan tidak lebjh jauh rnen,vimpang dari trLiuan sernuh. yakni sosial,
keagan'raan, dan kemanusiaan-

II. ORGAN YAYASAN
Sebagai badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat

sosial, keagamaa!, dan kemanusiaan, J.aYasan mempunyai organ l.ang terdiri
atas pembina, pengums. dan penga$as (Pasai 2 l.ruy). Kctiga organ
tersebut memiliki firngsi, rvervenang. dan tugas masing-rnasing organ yalg
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terpisah secera tigas. Pcngituran di'ini!Lr:, ciimaksudkan agar tidak rerjadi

hubungan keiiga organ )ayasa tersebll vang dapat merugikan kepentingan
yayasan alau pihak lain.

f)i antara ketiga organ ya)asan di alrs. pellgurus adalah organ vang
sangat berperan dalam pen)'elenggaraan tugas-tugas yayasan sehari-hari.

Meskipun demikian, pengurus harus merltaati Lebiiakan yang dikelllarkan
oleh pembina clan pcngaxas. Secara organisatoris, Pasal 32 A,vat (:) Ul-iY
menyebutkan bahla susunan pcngurus sekumag-kuranglya terdiri atasl

seorang ketua. scorang sekletads. dan scorang bendahara. Ketiga susunan

tersebut iirlak boleh dirargkap olch satu tnngan(orang). '; .-
Apabila memperhatikan layasan yang sudah berdiri sebelum lllrY.

organisasiqa lcrciiri atas: pendiri. badan penvaniun, pengurus, dan kadang-

kadang ada slntlr badan pcrlgal\,as khusLis. Tirlak ada aturan yang khusus

mengatur organisasi )ayasan saat iiu, sehitgStl susunan olganisasin)a Saigat

bervariatif antara )a)san ya1lg ratu dengxn 1"ang lain. Meskipun demikian,

paling tidak. daiarn suatu la,vasar aCa pendiri dan pengurus. Jumlah pendiri
dan pengurus inipun lidnli ado batasannla. seiringga kalaupun jumlaln1ya

bisa besar, dan nerupakan sualu badan pcndiri, lang pengumsnya bisa

terdiri J.rrip. I .rr"r' .r.- ^:rf dar:,(rlEJIJ':, rrran.

Dari rcalitas organisirsj )a,vsan vang l.'1:rl't ada sebelun berlakulla lJIiY,
tampaknla ddak ban)ak kesulilall Llnlilk diiakukan penyesuaian susunan

pengurusnla scsuai dengan kelertu.in driar! Pasal 32 Ayat (2) UUY. Karena

dari penelitian }ang dilakukan penulis (terhadap 150 
"rayasan). 

sebagian

bcsar -,-a)asan (1..17 1'a]'asan atau 989;), sebagaimana diperlihatkan pada

Tabel 1, sudah nlemprLn)ai susunan sepeii itu.

Tal,cl l

ORCANISASI YAYASAN
ヽ‐150

No Susunan
Orcanisasi

Jumlah
Yava-.an

Persentase
(%t

1 Ketr,La, Scket3ris.
Dan Bcndahara

147 98

つ Lair.lain つ 2

To{al 150 100

=     _                                      :
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Seandainla lembina (organ ya'a-san menurut l,rUY) dapat dianggap
schagai perluasal atau bentuk lain dari pendlri (orgao ]'a),asar sebelum
UU\'), maka persoalannya tinggal pada pentirwas. D.rri .lata pcnelitian
terhadap 150 yayasan, lebih dari separulm),a (lihal rabcl 2) harus mengubah
stmktur organisasinya karcna belum memiiiki orgali )iu1g dinamakan
pellgawas.

Tabe1 2

ADANYA BADAN PENCAヽ VAS DI DALAヽlYAYASAN
N‐ 150

No Ada/Tidak
Ada

.Iumlah Yayasan Perserrtase
(%)

1 Ada 64 427
2 Tidak Ada 86 573

Total 150 100

Meskipun masalah terbesar pada organ penga\\'as. nanlun perubahan
struktur itri tidak a]an banyak menimbulkan kcsulitan. karena baik pembina,
pengurus, maupun penga\\, s dapat dlangkat dari kalangan sendiri. baik
berupa suami. isteri, anak. menaultu. nlauplltl leman{emann\.i setdi .

Melihal kemungkinan adan\a susunali organisasi )ang berasal dari
kalangan sendiri, ada kekha\\'atirao bahwa tujuan yayasan menjadi
terganggu- Karena antara keliga organ itu berasal lang kalangan vang sama,
sehingga mekanismc kolltrol lidak berjalan onjektif d.m maksimal. Karena
itu. dalarn hal ini. penulis mengusulkan adan)a suatu badan pcngawas
eksrerlal yang mengawasi ya]asaD. sepe(i Charity Commistion di Inggeis.

Setrenarnva UUY teiah nlengantisipasi keiemahan di atas. dengan
menentukan anggota pembina iidak boleh merangkap sebagai anggota
pengurrs dan arau anggolt pensil\\d. , P,1.rl 2q I t \.1. pengurus trdal bolch
merangkap pembina atau penga$as (Pasal 31 Ayat (3) tlUY), dan pengawas
tidak boleh meiangkap sebagai pembina atau pengurus (Pasal 40 Ayat (4)
UUY). N{eskipun demikian. 1.iliY tidak menentukan batas si:rpa yang tidak
bolch menjadi pcmbina. pel1gurLrs. atau fengawas, sehingga difrLrngkinkan
adanya pembagiai kalangan keluarga (sendiri) untrlk menduduki orgao yang
trerbeda. Dcngan demikian, sccara yu dis, orang yang menduduki organi
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)ra,vasan teiah scsuai dcngall UUY, lctapi dalam hubungal ke.ja (kineria)
bisa meninrhulkan ridak oplimaln)a lungsi dan tugas masing-masing.

Berkaitan dengan ridali boieh ada jabaran rangkap antara pembina.
peneurus, dan pcnga$as. pcncliti telah nremperoleh fakta bah\!a sebagian
besar (82 ta]'asan atau 54.7%) dari vLrvasan )ang ada sekarang nremiliki
pcndi.i dan pcnsurlrs vang sama (liha1 tabei 3).

Trbel S

.\P-4.IC{II TI-4.YORIT,1.S P1'RSONAI,IA
PENDIRI D,\\- PI]r-CURUS SAMA .

\ lsu

No. SamalTidrk
Sam,'

Jonllah
('\

l E] 54,7

Iiil:.r Sa a 68 45.:l

l 'l ol ! 150 100

Dari tahcl 3 di atas. terlihal balrNa banlak pencli yang sekaligus
merangkap sehagiri pengurus. hi bcrati hah\\a para pendiri itu, yang iuga
adalah pengutus. akan membuat Anggaran l)as dan Anggaran l{unrah
Iangga Yaiasan yang paling sesual dengan keingina kepentingan
pendiri/pengurLrs tersebur. Hal ini berarti bahwa para pendiri masih ikut
campul dalaI'rr fcnsurusan lavasan, dan dengan sendirinya memiliki
kekuasaan lang muLlak cli dalam mengolur kchidup.ul yaiasnn- Di sini
pcngurus (y.ug juga adalah Fendiri) dafat membual berbagai atumn ataupun

mengubirh Anggarau Dasar sesuai dengen Lepentlngannya. Ilal seperti inilah

-vang ingin dicegah olch UUY.

III. KEGIAI'AN T]SAHA D,,\\ B,A.DA\ t]S,{IIA YAYASAN
Menurlrt Ul Y. ).a]aclrn dapat melaliukan berbagai kegiatan usaha,

alaupur nicnclirikan badan usaha unLLrL menrJnjaog pencapaian tujuarl

)'ayasan. Pengertian bird:ur usaha dala l-UY bcrsilat umum, sehingga

badan usaha apaprm bolch didirikan oleh yx)asan- Dengan pengaturai)

sepeni ini. rnaka diperkirakm )'a]asin -v-ang sudah ada lidak banl-ak

kesulitan untLrL .lcr'rJ r-suaikon diri dengan kelentuao tersebul (mendirikan
badan usaha). Apalagi ha-qil perl('lllilr !).nuoiukan bah$'a .ienis krgiatan
usaha 1ang selama ini dilakukan olch 1a1rsan. scbagaimana diperlihatkan
dalan1 tabel-1 di ba\\'ah ini. cLLkup bcsar (57 l:egialan lain-lain alau :l8o/i).
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Tabei 4

BIDANC ItFGlATANITUЛ じ Nヽ YAYASAN
N‐ 150

No Kcgiatan Jumlah Prescntasc

r,t)

| MenqalasiKcrnlck nan 13 87

Pendidiヽ an く 1
1

3 8 53

1 11

く Lanr-lain 57 31

To(al 150 100

Persoalan lang nrenimbullier pe itn)ilan justlu n.laliiit bidang usaha

,vang didirikan oleh yayasai. Sehagri c(rt:oh adalah lx)rscr-r lang mcmilik
lebih dari 30 (tiga puluh) pcrscroi r lcrlrrtxs (PT) dclrgan peltragai macam
(e!!iatan. Jang lidak ada bedanra dcngau perserozul terbates pada utnunmla.
Ddln hubulgan ini pcrlu rlirekankan agar pcr'lakuan 1an6l diberilian oleh
peratuaan perundang-undarpan seharusnra saDta. tanpa membedakan sanla
sekali alltara pcrseroan lerbatas )ang.lidirikan oleh iarasan.lan pe$eroan
telbatas yan! lainnva.

l)alam hubungan dengan bidlrrg usaha lang boleh dilakukan olch
Yayasan ini Pasal 3 UllY hanla rten).ebu1kan h,rl-i1al schaBai berikut.

il) Yayasin dapar melakultar k.giata. Isaha urnuk enunllrg :lncaDaian mxksud
dan lLUuannla delrgar crra n.iJlril(a. badan usaha dan atau rhrl i.nx dalarn suaflr
badan usaha

(l) Y!r"asaD tidak boleh nlrmbagiltar hrsil kegiatan xsaha ketada t embl1ra. Pcngurus.
dan Pcngr$fis.

Pasal7 (rtl Y ncnvebutkai:

(1) Yalasan diial rncndirilx. b..l r |lalra )ang ltegi!1aur\a selrat dengan rnaksud
dan lLrtuan \ ayasan.

i2) Yr)'!san dapal mehkrkan pentrrr.rr dal]m berbasai L..ilr. badan usaha yang
b€rsifar prospektil deng, kelenluan 5.luruI penlenairr tr.l,lclrut raling ban).ak
25-'ir, (du3 puluh lirna p.rsen) dari selurt,l nrlai keka)aan Ya\ irrn.

il) Ang-sota PembiDa, Penluru\..lan l,engas]]s Yar-asan dil,rful-! !Ie.ang;(ap sebagai
Anggola Dircksi atau l,er!!1rrs dr. Anggola De\\an Komlsaris atru pensa\ras dai
badan Lrsaha iebgainrana dirraksL:d dilam ava, (l) dlln a)at r:)

38

一一



DAITP,,l K (,IND 4NG- LI\|DANG YA YASAN
BAIIU TLNIlD,lP 1'A1"15,1N YANC SUDAHAD/1

Kemudian Pasal 8 dan pcniclasannya men)ebutkani

Kegiatan ujaha dar badan tLsalra sebagaimana dinraksLrd dalam Pasal 7 aya! (l) halus
sesuai dengan inaksud dar lujuan Ya\as r lena tidak benentangan dengan ketertiban
umum, krs.r'ilaxn. dan atau pemtrLan perLlr]dang-xndang€n yang bcrlak-u.

Kegiatan usaha d,rri ba.lan usaha Yayrsan mcmpun)ai cakupan yang luas. termaluk
antara lain hak asasi ni.nusia. k€selriirt, olahraga, perundungan korsume ,

pendidikan, lingkungan hiduf, kcseliata. dan ihnu pengetahuan.

Meskipun ketentuan di atas menyebulkan beberapa kiteria bidang usaha
yang dapat dilakukan yayasan. namun ketentuan terscbut masih

menimbulkan du3 pefianvaan mcndasar" yaitu:
1 . Apa yang dimaksudkan sesuai dengan maksud dan tujuan yayasan?

2. Apa 1-ang dimeksudkan lradan usaha l ang bersifat prospektifl
Pertanl aan pcrtama berhullungal dengan penjclasan Pasal 8 yang tidak

bersifat limilatil Dengan demikian. )aysan dapat mendirikan badan usaha

dan neizlkukan k.giatan apa saja yang tidak beflentanga[ dcngan ketertiban
umum. kcsusilaan, dan pemturan peondang-undangan yang berlaku.
Pertanyaan kedua berkaita,r dengan tidak i elasll a apa yamg dimaksud dalam

ketentuan Pasal 8. Apabila yang dimaksud detgan prospektif adalah yang

mungkir dapat membe kan l.-euntungan, maka tayasan dapat melakukan

semua kegiatan usaha ya11g mendalangkan keuntungan, seperti yang

dilakukan olch hadan usaha 1ain. Mesklpun demikian, keuntungal usahanya

tidak dibagikan atau diberikan kepada pembina. pe[gurus, dan penga\\'as.

letapi harus digunakan unluk tuiuarl sosiai, keagamaan, dan kcmanusiaan.

UUY mcncntukan kegiatan ya)asan dengan kegiatan badan usaha

sebagai dua kegiatan yang berbeda Aftinya, kegiatan yayasan dilakukan
olch organ )ayasan dengan tujuan sosial, keagamaan dan kemanusiaan,

sedangkan kegiatan usaha dilairukan oleh orgar badan usaha dengan tujuan
nencari keunlungan. Karena itu. Ut]Y melararLg orgar yayasan merangkap
jabatan dengan organ badan usaha. Dampak da ketentuan adalah organ
yayasan harus nlelcpaskan jabatamrya apabila ingin menjadi organ badan

usaha, atau sebeliknya.

IV. PENDIRIAN YAYASAN
Pefiana-1ana haruslah dipcrhatikar tcrlcbih dahulu dampak UUY

terhadap yayasan yang sudah bordiri sebelum UU diundangkan (tanggal 6
Agustus 2001) dan din),atakar1 berlaku elektif satu tahun kemudian, yailu
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pada tanggal 6 Aguslus 2002. Dalam hubungan ini berlalu k.lentuan
peralihxn (Pasal 71 ULIY) sehagai berikur:

(l) Pada saar Undang-undang inllrulriSerhku, \']r\,6in yang!elahi
a. didaftarkm di Pcngadilan Neg€ri dai diuxllnktin dalanr Tambahan Rer(a

Negara Republik Indoxesiat a1au

b. didaftarkan dj PengadilBn Negeri drn me,npul])ar irjn netakuk6n kegiaran
dari instansi lerkail i

teiap diakui sebagai badan hukurn, den-san kerentrian dalarn i\ak paling lambat J
(lima) tahun sejak mulai berlri,unra Undang-undang ini yalasan rersebu! wajib
menlcsuaikan Anggaran l)asarnya dcngan ketentuan Undane,undang il) j.

(2) Yayasan sebagaimana dinnksud dalam ayat (l) walib diberhahukan kepads
Menieripaling lambat I (satu) rahur! ielclah pelaksanaan fenyesuaian.(l) Yayasan yang ridak mrnr-esuailan Anggaran Da\arrya datam ianska wakru
sebagaimafla dimaksud dalaln i_,-at {i) dapat dibubarkan berdasarkrn putusan
Pengadilan atas permohonar K€taksiM aiau pihak yarq berkepeniingar.

Ketentuan pelalihan l]UY retap mengakuj va,lasan yatg memenuhi
persyaratan pada hurul a aiau b sebagai badal hukum, terapi wajib
menycsuaikan anggamn dasiim,va paling lambat 5 (lirna) tahuD lerhitung
sejak tanggal 6 Agustus 2002 alau sampai ranggal 6 Agustus 2007_ Apabiia
anggaran dasarnya trelum disesuaikan sampai screlah t.!,1ggal 6 Agustus
2007, maka )arg berlaku adaiah keterltuan L,LrY, dan bukan ketentuan
anggarun dasar ya) asan.vang bersallgkula11. Penyesuaian harus diberitahukan
kepada Menleri Kehakiman dar HAI\4 paling lambat I (satu) tahun setelah
penyesuaian tersebut dilakukan. Bila pcnyesuaian rjdak dilakukan dalao
jangka waktu yang telah dircntukan, malia )alasen dapat dibubartal
bcrdasarkan putusan pengadilin atas permohonan kejaksaan atau pihak yang
berkepenlingan. Beberapa persoalan tentu saia timbul dala:n melakukan
penyesuaian ini. Kesukarali y'ang tlmbul dalatn proses penlesuaian,
beberapa di antamnya, dibahas di bav'ah ini-

Bagi yayasan yang tidak auu bclum memenuhi pers)arafan yang diatur
dalarn Pasal 7l Ayat (1) huml a dan b di atas. harus memenuhi ketentuaD
Pasal 7l UUY ini sebelum tanggal 6 Agustus 2002 Bila ketentuan jni tidak
dipenuhi maka yayasan diberikan kcsempatan untuk membubarkan diri atau
rnclikuidasi yayasan teNchut sesuai dengall kelentuan anggaran dasaroya.
Hal hin lang dapaL dil*rrL..r" totlrJr m(ro.rralk-l ,kr.r perdrri:rn ling
bclum didaftarkan di pengadilan, danjuga 1.a1asan belum pcrnah melakukan
kegiatan usaha.
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Setelah tanggal 6 Agustus 2002, nlaka,va,vasan yaog tidak n'lemenuhr
ketentuan Pasal 71 Ayat (1) hulrf a atau hurufb tidak diahui sebagai badan

'hukum. Apabila \ iu'asan m3u dlltrnjutkan. lnaka yayasan tersebul harus
melakukan pcrubahan Aiggnran Dasamla sesuai dengan ketentuan UUY,
dan dimoh,urkirn penqesaharnva sebagri baian huktsm kepada \,Ienteri
Kehakiman dan Hak .\sasi Nfauusia. Apabila la.vasan tidak mau dilanjutkan,
maka akla peldirian harus dibatalkan dan kekalaannya dapal disera ian
kepada -vayasan iain vang mempunyai lujuan sama atau hampir sama dengan
vavasan itlr atau diserhkan kcpada Negara. sesuai dengan ketentuai Pasal 68

(l) Kekayaan lisa iasil likuid65i dis.ralkin kepada Yayasan lain yang menpuryai
maksud dan lujuan )ang sirmn d€nsai Y3)asan )ang L.ubar.

(2) Dalam lr:rl srsa hasil likuidasi lldirk d;serhkan kepada Ya),asan lnin yang

menrpun\ai makrud daD luiuan ):ns sama sebagannana dinaksud dalam ayat ( l),
sisa k.ka\ann iersebur diseial*an kepada Negaia dan penggunaannya dilakukai
sesLrai den:an,naklsud dan lujuan Yayasan lersebui

Dengan baru bcrlakunya UUY so,:ara elekti pada tanggal 6 Agustus
2002, maka pendirian vayasan sampai delgdn tanggal tersebul, nasih dapat

tiilakukan berdasarkan kebiasaan yang berlaku. )-ai1u dengan akla rolaris

lang didaliarkan di pengadilan negeri tempat kedudukan ]ayasan tersebut.

selta diumun'rkan dalam Tanbahan Berita Negara R.l. Apabila tem) ata akta
pendirian ya,r,asar, lersebol sualah memcnuhi ketentuan UUY dal1 peraturan

pclaksanaannla, maka tidak perlu dilal-ukai peil) esuaian lagi, melainkan
pada naktun,ra cukup memberilirhukar pcndiriannya kepada Mented
Kchakiman dan HAM setclah UUY berlaku penuh(targgal 6 Agustui 2002).

Beberapa penlesuaian lang harus dilakukan diuraikan dan dibahas

dalam paparao bcrikut ini. I-IIJY mengislarakan adanya jumlah niinirnum
harta kekalaan arval lang harus dipisaliran dari kekayaan pribadi peniliri.

]'ang nantin)3 rrkan ditetapkan dalam sualu Peraruran Pcmerintah, Hai ini
dinyatz*an dahtrr Pasai 14 Aval (1) IIIY ballu'a jumlah mininum harta
keka,vaan a*al lang dipisahk:u.iari kekalean pribadi pendiri sebagaimarla
dimaksud dalam Ayat (2) hurul'ci ditc|apkan dengan Peraturan Pemerintah.

Hal di atas aknn menimbulkan persoalarr bagi )a)'asan yang slidah lama
berdiri. mengingar (mungkin) pendirinla sudah tidak ada lagi atau tidak
mampu untuL mcnambeh kekayaru yong dipisahkan. Dalam realita. berbcda

dengan bcntuk badan usaha yang lain. yang pada umumnya mcmbutuhkiul
modal yarg reietif besar. _vayasan dapat rlidilikan dclgan modal 1'ang sar{gat
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kccil, dan karcna pcndirinya   mcngharalDkan surlbangan dari anggota

masyalakat yalng lin Hal ini dibcnarkan olch pcnclitian yang dilakukan

pcnulis,scbagainlalla dipcrlihatkan pada tabc1 5

rabe1 5

1lARTA KEKAYAAN′ 1ヽ0DAl′ YANC DIPISAHKAN
UNTUKヽIENDIRIKAヽ YAYASAN

ヽ‐150

No :ModaI

`RuDiallヽ

Juntah
Yavasan

l ●‐   1000000 14 2,3
2 く‐  10000000 44 2,3
3 く‐ 50000000 17 113

4 く-200000000 13 87

5 > 200000000 16 lo F

6 Tidak ada data 16 10,
Total 150 100

Data penelitian di atas menunjukkan (tabel 5.) bahua sebagian besar
(29,3%),vayasan hanya bennodalkan kurang dari Rp. 1.000.000.00 (satujuta
rupiah). bahkan ada 1a-vasan I'rng bennodalkan adalah Rp. 50,00 (lima
puluh rupiah). Dalam junlah vang sama. )a)asan cukup bermodalkan
kurang dari 1tp. 10.000.000,00 (scpuluh juta rupiah). Selanjutnla cukup
sedikit (8,7%0 dan 10.7%) vaYNan vang rnemiliki modal di atas Ro.
50.000.000.0 (lima puluh.juta ropiah) sampai dengan Rp. 100 000.000,00
(dua mtus juta rupiah) dan di atas iip. 200.00rJ.000.00 (dua mtus jula
rupiah). Kalaupun ada ya-yasen lang mcmiliki modal lebih dari Rp.
200.000.000,00, misalnya Rp. 100.000.00C.00 (tiga ralus JLrta rupiah),
biasanya merupakan Iayasan kesejahlelaan \a.g disponsod suatu
perusahaan atau ] &_vasan yang didirikan oleh pata kon!:lomcrat. Ini
menunjukan bahu,a mcmang lalasar ini hanla rrcnriliki keka!'aan ).ang
kecil, yang hanla diperoleh dari sumbangan anggota alau donarur.

Suatu pel1 sahan kekayaaD dalam jun ah lang sangal kecil hao),a
mempunl ai arti fonnal mumi- vakni sekadar memenuhi peratur.an
perundalg-undangan. Akibatnya pemisahan kckaliran itu hanla menjadi
suatu tual. yang memiliki bcntuk tanpa isi. \{eskipun demikian. dengan
berlakunya l1UY, yayasan mau lidak mau harus rrenresuajkan diri dengan
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ketentan UUY, baik kctemu?ur yalng berkailai dengan pendi an yayasar,

anggaran. tujuan, naupun kepeiiilikan keka,vaaoDya.

v. LAPOR{r\- l AHUNAN DAN Pf MERIKSAAN
UUY mengatur juga soal iaporan tabuian yayasan dan kemungkinai

dilakukannya pemeriksaan tcrlradap tugas dan kekalaan yayasan. Kcbarusan
membuat iaporan tahunan dan dapat dilakukannya pemeiiksaan lerhadap

vayasan akan membcrikan dampak yang besar bagi pendirian dan

perkembangan ,va1,asan cli Indonesia. Laporan tahulan merupakan bentuk
keterbukaan I ayasan dan menlpakan laporan kegialan .yayasan kepada

masyaraka!. Dalam hal irj. menulut UUY. masyarakal adalah pemilik
pemilik ya-vasan. sehingga mas),arakat bcrhak mengetahui kegiatai dan hal-

hal lain yang dlmiliki oleh ya,vasan.

Yayasan di lndonesia, yang tehh ada sebelun IJIJY berlaku, tidak biasa

memberikan iaporan tahuna. yang terbuka kepada masyarakal. Dalam
penelitian yang dilakukan olch penulis. hanya yayasal KEHATI yang

bcrsifat terbuka kcpada mal arakat yang i|gin mengetahui segala sesuatu

mengcnai yayasan terscbut. Sekali anda be en,va kepada ya1'asan ini, maka

u uk beberapa \\'aktu kemudian anda akan dikirimi laporan keuangan

yayasan dan kcgiararuya.
Mengenai laporan tahunan ini, Pasal 49 t.lUY, antara lain, memuat

ketentuan-ketenluan sebagai belikut.

(l) Dalam jangka waklu laling lambat 5 (lima) bulan terhitung sejak tahun buku
yar- asaD diLutrp. pengurus waiib menyusuD laporan lahunan secara lertulis lang
mcmuat sckurang-kurangnya:

a laporan keadaar dan kegjalan Yayasan selama rahun buku -vang lalu sera hasil

) anP ielah djcapail
b laporan kcuangan lcrdiri aias lapomn posisi keuangan pada akhir priode

laporan ektivitas, laporan arus kas. dan catatan laporm keuan8an.
(2) DalaN hal )ryasan nrenga,lika. larsaksi dengan pihak Iain yang menjmbulkan

hak dan kervajiDan bagi ,,-alasan. lfansak\i lclsebut wajib dicanhrntan dalam

laporan keuangan

Dalam hal dokumen laporan tahun.n temyata tidak benar dan

menycsatkan. lnaka pengurus dan pcngarvas seoara talggung renteng

bertallggung iawab terhadap pihak yang dirugikan (Pasal 51 UUY).
Ketentuan di dalam l,UY menghaluskan semua yayasan untuk

melakukan atau embuat laporan lahuran, dan ini berarti semua yayasan
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harus mempunyai pembukuan yang baik, dan minimum rnengumumkan
laporan tahunannya pada papan penglmutnan di kantor yayasan. Khusus
untuk yayasan tertentu berlaku pula ketentuan selar,jutnya yakni l,asal 52.
yang mengharuskan pengaudiran rrleh akuntan publik daII d]umumkan dalam
sulal kabar harian. l,engkaprrya pasal irli rnenyellu*iu:

(1) Ikhtisar laporan tahunan )alasiin diu.rumkan pada papifl pcngum man di kantor
y4yasan.

(2) Ikhtisar laporall rabunan sebagaimana dimaksud dalam a]at (l) \ralib diamufilan
dalam sJral kabar harian bcrbaha!a Indoncsir bagi ra)asan yang:
a. memperoleh baDnran negara. bantuan luar ncgcri, alau pihak lain sebesar4.p..

500 000 000.00 (lilna ftl'rs iura rupiah) atau lebihi at
b. nrempunyai kekayaan di luar hara $akai, sebesar Rp. 20.000.000.000,00 (dua

puluh milyar rupiah) alau lebih.
(l) Yayasan sebasaimana dnnaksud dalarn ayal (2) $ajib diaudh oleh akdnlan publik.
(4) Hasil audit terhadap laporan mhunan yayasan sebagairnana dnnaksud dalam ayar

(3) disampaikan kepada pernbi]a )ayasan yaog bersan8kutan dan rembusimnva
kepada Menleri dan instansi torkail

(5) Bentuk ikhrisar laporan m,hunan sebagaimana dimaksud dalam alat (l) disusun
sesuai dengan ,tandar akunlanii keuargan),ang berlaku.

Danpak lebih lanjut tcrhadap ya1'asan iaiah dapat dilakukann),a
pemeriksaan terhadap yayasan. dan hal ini dapat mclibatkan pengadilai dan
kejaksaan. Sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 53 sebagai berikut:

(l) Peneriksaan terhadap ya)aran untuk rnendapatkan data amu keterangan dapar
dllakukan dalam hal terdapat dugaan bahwa organ ),a)-asan:
a. melakukan perbuala. Bcla$3n hukum atau befienlugan dengan anggaran

dasar:
b. lalai dalanr mclaksanakan luga5n)a;
c. melakukan perbuatan yang memgikan lrvasan atau pihak kedgaj atau
d rnelakukan perbuatan )ang menrgikan negara.

(2) Peme.iksaan sebagainrana dimaksud dalam ayat (t)hurufa, b. dan c hanya dapat
dilakukan bcrdasarkan penctapan pengrdilan atas pemohonan lenulh pihak keliga
yang berkepentingan disertai alasar.

(l) Pemeriksaan sebagaiNaDa dimaksLrd dalam a_va! (11 hnrur'd dafat dilalukan
berdasarkan penetapan pengadilan ai$ pem nraan kejaksaan dalanr hal me*akili
kepentingan umum.

Keterlibatan pengadilal adalah sebagai lcmbaga yang memberi kewenangan
hukunr kepada lembaga pemeriksa, dalam hal ini kejaksaan. Sedangkan
kejaksaan adalah pihak yang melakukan pemeriksaan, atas adaD.va dugaan
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pClan_L●garan hukum atau kcpcntingan umulll yang dilakukan olch organ

yavasan

\.I. REAKSI ORNOP TERHADAP UNDANG-UNDANG YAYASAN
Ketika pemerintah mcngajukan RUt.lY, timbul tanggapan dari

Organisasi non penerintah (Onon) )'ang kurang mendukung upaya
pcmerintah. Mcskipun RUUY sebagai bentrik upaya pemerintah untuk
mcnertibkan )a)asan agar sesuai deflgan tujuan pelldirian yayasan: namun
Omop beranggapan bahrva materi-matcri yang diatur dalan llUU tersebut
membuka peluang canrprrr langal perncrinlah mulai dari pendirian sampai
dengzlr pemluroor:rr \nlasin Akiodrn\d. Rl U ini-leuh bernrakna pala
fungsi kontrol sosial dari ncgara terhadap kehidupan sipil dari pada upaya

negara mcDingkalkan dan mendukung peinberdayaan masyarakat.
Setelah RLILIY menjadi Ul]Y, deugan perubahan di sana-sini, maka

pemerintah tetap memiliki fungsi koltrol terhadap yayasan, mulai dari
peodirian sampai denga pembubarann)a. Menurut hemat penulis. pengatur

dernikian tetap mcmberikan kebebasan kcpada masyarakat untuk berkumpul
atau be$edkan sebagajnlana diatLrr Ji dalarn Pasal 28 UUD 1945. Karena
meskipwr dikonrol oleh pcmcrintah. masyarakat masih dapat bebas

pengendirikan. men,,-elenggaradcan. bahkan mengembangkan yayasan.

dengan telap meigacu kepada tujrun yalasan yang ditetapkan dalam UliY.
Melyikapi UllY. ornop berpendapar (sebagaimana tercantum dalam

kajian kitis ,r'ang ciibagikan di Pansus C DPR-RI), bahwa UUY harus

meniliki suatu paradigrna yang terdiri dari priosip-prinsip sebagai be kut:
L Prinsip I(ebehasan Berorganisasi

Prinsip kebebasan berorganisasi yang dimaksud ada.lah adanya

kebebasan bcrorganisasi bagi mas-varakar sipii tanpa adanya intervensi
dari negaril'pemeliuah. baik ilalam lroses pembentukan sampai
pembubara .

2 Prinsiplrr.leoen.lcnsi
Prinsip indcpendensi mcrupakan kemandrrian ).ang dimiliki oleh
yayasan dalanr meneftukai hal-hal yarg berkaitan dengan pelgaturan
irtemal ,a\asan (inletnul go|ernance). Misalnya dalam hal struktur
organisasi. tanggungjarvab, keu'cnangar. dan lungsi organisasi.

1. Prinsip lransparansi
Prinsip ini membcrikan kesempatan kepada masyarakat unruk dapat
mengeiahui dan mengakses selllrdh kegiatan yayasan secara jelas.
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5.

Tralsparansi akan menrberikan inlbrmasi kepada mas_varakat dalam
upaya nicningkatkan peian sertanya dalam melakukan pengavasan.
Prinsip Akunl.abilitas
Prinsip ini mengharuskan Iayasan mempcrtanggungjawabkan
kegiatann,va kcpada masTarakat scsuai dengan tujualrr ya,vasan.

Prinsip NiilabalNon-I'roiit Oricntcd
Yayasan harus merupakan suatu lembaga llirlaba, oleh karena itu tujuan
pendirian yayasan hanrs jelas pada bidang-bidang tenentu yaDg tidak
be.oricntasi mendapatkan keuntungan. melainkal pada bidang-bidang
sosial kemasya.akatan yanu rnengutamakan pelayanan publlk. \am,qg..
demikian agar yayasan tidak tc.gantung pada pihak lain. mala yayasan
dapar juga melakukan kegiatan usaha dengan catatan:
a. kegiatan usaha tersebut sejalan dengan tujuan pendirian yayasan, dan
b. hasil dari kegiatan usaha tcrscbut digunakan sernata-mata untuk

kepentingan yayasan dalarr melakrikan kegiatan utamanya, bukan
unluk dibagi-bagikan kepada pendiri (.tau organ Fyasan lainnya)
dari yayasan tersebut.

Nlemperhatikan prinsip-prirlsip yturg diajukan oleh ornop di atas. perlu
dinnalisis apakah prinsip-prinsil fersebut sudah tercakup dalam UUY atau
lidak. Pertama mengenai prinsip kebehasan berorganisasi. UUY tetap
memberi kebebasan berorganisasi meskipun kebeba-san itu harus dibatasi
atua11. Dalam hubungar ini perlu dikemukakan bahwa untuk menjadi suatu
badan hukum, maka kebebasan itu ha,us diatur menurul undalg-undang atau
berdasarkan undang-undang. Krrcna pcrbuatan perdata semata-mata tidak
dapat meqjadikan suatu organisasi menjadi badan hukum. Waiaupun
demikiao dapat diberikan cataian bah*a suatu badan hukum dapat juga
tercipta karena kebiasaan. doktrin. dal didukulg olch y:risprudensi,
sebagaimana badan hukum ya]'asan sebelum diund:rngkamya lll-rY ini.

Kcdua mengenai pr;nsip iodeperldensi, meirang benar nremberikan
kebebasan bagi suatu badan hukum untuk melgattll intetnal goyerfiatnce-
n;a. Tetapi harus diingat. bahrva badan hukum termasuk yayasan. harus
me peflanggungjawabkan perbuatan hukumnl'a kepada pihak ketiga,
karena itu harus jelas tugas dan rvewelang persolal olganisasinya. Dengan
demikian. organ suatu badan hukurn sclalu diatur oleh peratural perundang-
undangan. Dalam hubungan ini ddak mengherankan bahwa ULIY mengatur
mengenai organ yayasan, baik stluktur. l'ungsi, tnaupun \\ewenang: serta
tangglurg jawabrya.
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Ketiga mengenai prinsip [anspdansi, ]ral ili sudah dialui dengan baik
dalam UtiY. )arlg arttara lain nrengatur tenlang pemedksaan. laporan

mhunafl. pcngumumen, dan pembubaran -,-ayasan. Pengaturan tlemikian
menunjukan LlL-rY mengatur prinsip transparansi. sehingga ma$'arakat dapat

mengetahui aktivitas, dar, keuangan. dan aspek-aspek lain dari sebuah

yayasan.
Keempat tentang prinsip akuntabilitas relah diadopsi ke dalam UUY.

Melalui pdnsip transparansi dan kervajiban mcmberikan laporan kepada

nusyarakat, t.itiY telah membelikan ketentuall yang jelas mengenai

pertanggungan ja$aban -valasan baik illtemal. mlupun ekstemal kepada

masl aral'at.
Kelima mengenai prinsip nirlabaizor-2rofil Ltriented, jelas dianut olch

tlUY. yang dengar tegas-tcgas nlexetapkao tujuan layasan adal.il sosiai,

keagamaan. dan kemanusiaan. N{eskipun LILIY membcri kesempatan kepada

yaya!:rn urltuk nrcndirikal badan usaha. namul keuntungan badan usaha

lersebut untuk menghindarkan kctergontuDsan keuangan dari sumbangar.

Keuitungao itu tidak dibagikan kepada organ )'ayasan. melainkan untltk

membiayai kegiatan yalasan dalam mencapai tnjuannya. Pada umumnya

semua pihak scpcndapat dengan ketenluan tercebut. Yang dipcrsoalkan di
sini adalah jeris usaha yang bolch atau tidak boleh dilakukan oleh ya.vasan

Dilihat dari diperkenankann) a yalasan mcnana modal pada suatu badan

usaha, maka ielis usaha yang dapat dilakukainya hampi, tidak terbatas.

Dalam hnbungan ini dapat dikemukakan pandangan P.ILN'I. Gen'er, yang

merujuk kcpada B\V Buku Ii Pasal 285 Ayat (3)r

Tht found,ttitn tot hoe un! cbje.!, eve1 j"alitcblt uctirities, but its 4bJec!ites na,
not ihr)l), the distibllltan oj uLlo\,dnces ta tts Jirotler; at,Enbers af its orgatls 7i)

thitul pu ie\ it tld ei'e dUa\dn...s )tith idLdlo sc.,alplr'por€r (Chorus, 1999: I76)

Dalam hubungan rni lebih jauh penulis dapat dik€mukakan perdapat F.

Emerson Andre$s, bahwa lilosofi modem dari ) a,vasan menekantran bahwa

dana yang dimilikirrya mcrupakan modal lentura dari filantropi, terbaik bila
ditanamkim dirla|n pclusahaan vang menghasilkan keuntungan dan

sehaikrl tr tidak lagi hidup dari sokongan pemerinlah atau sumbangan

masyarakat (ClDtamarasjid. 2000, I56) (Chatamarasjid. 2000, 156).

Pandangan auLl pendapat di ata:i jelas memperlihatkan bahwa yayasan boleh

melakukan kcgiatan usaha y;ug dapat mcmperoieh keultungan, namun
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keuntungal itu tidak dapat dibagikan atau diberlkan kepada organ ya,vasan.
Hal injjelas tercartum dalan LiliY bescrta penjelasannya, sebagai be kutl

Pasal 3
(1) Yayasan dapat melakukan kegiatnn usrha uiruk menunjang pencapaian rnaksud

dan tu-iuannya d€ngan cara mcndirikan badan usaha danratau ikut scfla datam suatLr
badan usaha.

(2) Yaylsan tidal bolch nembagii.an hasjl kegiaran LNaha tepi,da pembina, pensurus,
dan peng?.was

Perlclasarr Pas.rl 3 -. ,:* 
-.,{') KelelrJdr laldm d)at ,,1 ...uar der.d1 md ..rJ d,rn tu uon )d)i"Jn,argUe^ifar'

sosial, keagamaan, dan kemanusiaa!. sehingga seseorang.vang menjadi anggota
pembrna, pengums, dan pengaluas yayasan harus bekerja secara nrkarela ranpa
meneflna gali, upah. alau honor letap.

Pasal 5
Kekavaan yayaran baik bcrupd uinq. baftng marplln ttcka,,-aal) tain )ane dipcrotch
yayasafl berdasarkan tindaug-undarg ini, ditaran.q diatitrki, aiau dibagikan secara
lang.urg drau tiodk lan;ruric kcfdd,P€mD.i... Pe.rjLru.. a.rgd\1r.. n"^rrun, ,.u
pihak lain !"Dg mempunyai kepentingan lc.hadap ya)aran

Bagi yayasan yang nclanggar ketentuan dalam pasal 5 UUy diancam
dengan hukuman pidaia. sebagainana tercantum dalam pasal 70 UUy
berikul ini I

(l) Setiap anggola organ ya)a-\an )ang nrclanggar keleituan sebagahnana dinaksud
dalam Pasal 5. dipidara dengan pidana penjara palins tama S 0inra) rahun.

,1, Sclarn pdcra penia-i. .r3o . ^;dn \-\Jrar.coJlainJra d:n:"I,Ld datam r\dr(I, uga dil(1dlan r dJ rJn..,hdr 1..-,pd \.sdiitJn rerpe,".at,kan rane
barang. arau kekavaan \a]asan )ang dtaiihkan .rta! dibagikar.

Dari uraian di atas. jelas bahua prinsip-prinsip yang diajukar oleh
omof5j pada umumnya telah dicakup dalam UUy, schingga tidak ada alasan
bagi ornop yang memilih bentuk badan hukum yayasan untuk tidak
mcmatuhi kctcntuan dalam UU\'. L.IUY relah memberikan landasan irukum
yang baik bagi pendidan dan perkembangan larasan. persoalanrva arlalah
masalah pcnegakan hukum. dalarn hal ini perlu ditcgaskan mcngenai
masalah pengau,asan, baik bagi ),avasa. yang sudah ada sebelum UUy
maupur yang akan bcrdiri serelah djundanqkannva UUy.
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VII. P-ENUI'UP
A, Kesirnpulan

Berdasarkan uraian di a1as, penuiis dapat mengambil kesimpulan sebagai

berikut:
1. Dan'rpak terbcsar dari UUY adaiah:

a. Ya)asan LarL$ belsilal terbuka bagi masyaiakat. baik dalani laporan
kegiatan maupun laporan keuangamra. IIal ini membuka peluang

bagi pLrblik L,nlul mensdN.'\' l."ia,:n ):rasan.
b. Yayasan harus memiliki pembukuan yang baik.
c. Ya)astu1 harus nenyesuaikan kekayaan -vang dipisahlal oleh peldiri

dergan ll!uan )arg akan dicaloi.
d. ayasan harus menyesuaikan otgan dan anggaran dasamya scsuai

dengan kelentuai UUY.
e. Ya) asan dapat mendirikan badal usaha alau melakukan kegiatan

usaha.

1. Yalasan betanggung jarvab pada mas"'-arakal. dan halus bcrtujuan

sosial, kcagamaiur diut kemanusiaan.

6. Prinsip-prinsipr kebebasan berotganisasi, lndependensi.
'Iransparansi. Akuntabilitas. irirlabalnon-profit oriented telah

terkandung di dalam lJllY.

B. Saran
i. Mengingat organ penga\las dapat berasal dari kalangan&eluarga

yang sama dengan organ pengLtrus,/pembina, )ang dapat

mcngakibatkan lungsi pengal,a:an tidak berjalan optitual, maka
perlu dipertimbangkan adanl a badan pengau'as ekstemal, 1'arg akan

mengarrasi kegiatan yayasau di lndonesia.
2. Untuk mcniaga dan menerapkan UUY secara konsisten, terumana

dalam pcrubahan dari lalasan lama ke dalamr ya)'asan tnenuut
l-rIJY. nlaka penegakan hukum haLrus sungguh-sungguh dilakukan
secara konsisten. baik terhadap )alasan yang sudah berdiri sebelum

UUY maupun yang didi kan setelah diundangkannya UUY.
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